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Reformasi 1998 sering dipandang sebagai momentum bagi perbaikan sistem
kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini terlihat pada agenda reformasi yang
disuarakankalaitu.Kita tentuingat reformasihukum merupakan salah satuagenda
reformasi. Kini, 20 tahun setelah reformasi bergulir kita melihat upaya gerakan
perempuan untuk mengintegrasikan hak-hak perempuan korban kekerasan
berbasis gender dalam berbagai aturan telah mewujud dalam sejumlah undang-
undang (UV). Seperti UU Hak Asasi Manusia, UU Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga, UU Perlindungan Saksi dan Korban dan UU Penghapusan Tindak
Pidana Perdagangan Orang. Awal 2018 ini Rancangan Undang-Undang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah mencapai pembahasan tahap
akhir sejak ide revisi diinisiasi pada 1963 dan perumusannya bergulir tahun 1980-
an. Perumusan ulang KUHP yang merupakan dasar dan kerangka penegakan
sistem hukum pidana di Indonesia tentu diharapkan dapat menciptakan hukum
yang berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Namun sejumlah elemen masyarakat sipil justru mengkritik RUU KUHP yang
tengah dibahas pemerintah dan DPR, bahkan berlanjut dengan aksi penolakan.
Kritik dan penolakan tersebut salah satunya menyoal aturan yang berpotensi
mengkriminalkan setiap warga negara, terutama perempuan, anak, masyarakat
adat dan kelompok marginal. Kritik dan penolakan yang dilakukan masyarakat
sipil tersebut memperlihatkan ada yang salah dengan proses revisi RUU KUHP. Jika
hukum dimaksudkan sebagai perangkat untuk mengatur perilaku warga negara
dan menciptakan keadilan, maka ia seharusnya berangkat dari pengalaman
seluruh warga negara. la tak boleh hanya merepresentasikan kepentingan
separuh atau sekelompok warga negara.

Sementara rancangan hukum pidana yang sedang dalam pembahasan justru
mengabaikan kepentingan perempuan dan kelompok marginal. Ini tampak pada
bab yang mengatur tentang kesusilaan, seperti pasal tentang zina, pemerkosaan,
perbuatan cabul, perdagangan perempuan dan anak, akses terhadap informasi
dan layanan kontrasepsi, dan pengguguran kandungan/aborsi. Pasal-
pasal tersebut pada dasarnya terkait dengan otoritas tubuh dan seksualitas
perempuan, sehingga suara dan pengalaman perempuan seharusnya menjadi
pertimbangan. Penempatan pasal kekerasan seksual seperti pemerkosaan,
pencabulan dan perdagangan perempuan dan anak dalam bab kesusilaan akan
mengaburkan hakikat dari tindak pidana tersebut dan mereduksinya sebagai
masalah pelanggaran rasa susila dan kesopanan masyarakat. Sementara tindak
pidana tersebut sesungguhnya merupakan bentuk serangan terhadap tubuh
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dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Selain itu, pengaturan perilaku
seksual warga negara dengan standar moral yang bias gender, kelas, etnis dan
keyakinan berpotensi mengkriminalkan kelompok rentan. Di sisi lain keberadaan
UU yang pro perempuan tidak menjamin proses revisi KUHP menjadi adil gender.

Sesungguhnya kritik terhadap hukum sudah dilakukan para ahli hukum
feminis sejak beberapa dekade lalu. Mereka mengkritik netralitas hukum
yang dipandang tidak mampu mengenali pengalaman perempuan terlebih
melindungi kepentingan perempuan. Ideologi netralitas hukum tidak peka
terhadap fakta perbedaan yang ada di masyarakat. Prinsip persamaan dan
perlindungan hukum yang dikatakan sebagai netral sesungguhnya didasarkan
pada standar nilai laki-laki. Ini dikarenakan hukum pada mulanya dibuat
untuk mengatur urusan di ranah publik, dan di dalam sejarah, wilayah publik
didominasi oleh laki-laki. Dengan demikian hukum hanya mengenal pengalaman
di wilayah publik, artinya pengalaman laki-laki. Terkait hukum pidana, para ahli
hukum feminis membongkar adanya diskriminasi dalam hukum pidana terhadap
perempuan yang menjadi terdakwa. Mereka juga menyoroti ketidakmampuan
hukum pidana untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan
seksual. Lebih jauh mereka menemukan bahkan dalam aturan hukum pidana
yang tidak secara langsung terkait dengan pembedaan jenis kelamin ternyata
juga didasarkan pada asumsi tentang gender. Akibatnya, meski tampak netral
gender, namun perumusan dan penerapan hukum pidana pada kenyataannya
justru mendiskriminasi perempuan atau memperkuat stereotip tentang perilaku
perempuan dan laki-laki.

Dalam konteks pembahasan revisi KUHP yang disinyalir mengabaikan suara,
pengalaman juga kepentingan perempuan dan kelompok marginal, maka penting
untuk melakukan kajian tentang hukum pidana dan ketimpangan gender. Kajian
dan riset yang dimuat dalam JP edisi ini memperlihatkan beberapa persoalan
penting dalam praktik KUHP saat ini, dimana KUHP gagal melindungi perempuan
dariancaman kekerasan berbasis gender, dan justru menjadi alat kontrol terhadap
kebebasan perempuan dan mereproduksi ketimpangan gender. Perempuan
korban dan perempuan yang memiliki kendala untuk mengakses identitas hukum
justru berpotensi mengalami kriminalisasi. Selain itu kajian terhadap penerapan
pasal perzinaan menunjukkan pasal tersebut tidak mampu memberikan keadilan
dan memenuhi hak perempuan korban. Sementara itu, rancangan hukum pidana
belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan korban. Untuk itu, sebagai
proses refleksi atas 20 tahun perjalanan cita-cita reformasi hukum dan sebagai
respons atas proses pembahasan RUU KHUP saat ini, JP97 Vol. 23 No. 2 tentang
Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender diharapkan dapat membuka perspektif
para pengambil kebijakan dan menjadi bahan pertimbangan dalam revisi KUHP.
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